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ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan
publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
Republik Indonesia.Pengawasan Ombudsman terkait dengan ketersediaan kamar
rawat inap pasien BPJS merupakan suatu hal yang sangat penting, karena
menyangkut kesehatan dan hak pasien BPJS untuk mendapatkan kamar rawat inap
dalam menjalani pengobatan.Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya
Maladministrasi, yaitu perbuatan yang melawan hukum.Di Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan tentang adanya dugaan
maladministrasi penundaan berlarut salah satunya terjadi di Rumah Sakit Umum
Pusat DR.M.Djamil Padang.Pasien pengguna layanan BPJS kesehatan mengalami
kesulitan untuk mendapatkan fasilitas kamar rawat inap yang seharusnya menjadi
hak dari pasien.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan
Ombudsman Republik Indonesia dan tindak lanjut dari pengawasan yang
dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera
Baratterkait dengan ketersediaan kamar rawat inap pasien BPJS di Rumah Sakit
Umum Pusat DR. M.Djamil Padang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis
sosiologis (empiris).Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan
pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah
Sumatera Barat dan Rumah Sakit Umum Pusat DR.M.Djamil Padang yang
mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak
Terlapor, dan pihak Terlapor sudah memberikan klarifikasi kepada Ombudsman
bahwa penundaan terjadi karena ruangan ICU terbatas dan pelaksanaan proses
antrian ditentukan pada skala urgennya pasien yang ditentukan oleh dokter,
sehingga pasien BPJS belum dapat dioperasi dan tidak mendapat kamar rawat
inap, oleh karena itu Ombudsman berpendapat bahwa tidak adanya ditemukan
maladministrasi.
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